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Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan

rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa
dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
2091);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenagan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 960);

Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
daerah dan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1341);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70 /2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1295);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun
2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 231);sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus
Nomor 185);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2011}

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 208);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2019 Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan
Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 tahun
2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor

37);
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pegelolaan

Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor
6);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 31 );

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019
Nomor 13);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2019 Nomor 33);
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Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3 );

Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2020 Nomor 52);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor
59);

Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak
(Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak
(Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 4); _

Peraluran Desa Tumpangkrasak Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Tumpangkrasak
(Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan .Jati Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Tumpangkrasak
(Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten
Kudus (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tumpangkrasak
Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 40);



Menetapkan

59. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak Tahun 2023
(Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2021 Nomor 8);

60. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2023 Nomor 1).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
dan
KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUMPANGKRASAK TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula
berjumlah Rp. 3.372.476.645,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta
empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
bertambah sejumlah Rp. 140.964.700,- (Seratus empat puluh juta sembilan
ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.
3.513.441.345,- (Tiga milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus empat
puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp 3.372.476.645
b. bertambah/(berkurang) Rp 140.964.700
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.513.441.345
2. Belanja Desa
a. Semula Rp 3.519.638.461
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 140.964.700
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.660.603.161
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp (147.161.816)
3 Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp 147.161.816
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 147.161.816

Perubahan



3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 147.161.816
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 147.161.816
Perubahan

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp -

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun
Berjalan setelah perubahan (Surplus/ (Defisit)
+ Selisih Pembiayaan)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

(I) Pemerintah Desa  dapat  melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan

€. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
memberitahukannya kepada BPD.




Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Tumpangkrasak Kecamatan

Jati Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
pada tanggal 3 November 2023

Diundangkan di Tumpangkrasak
pada tanggal 3 November 2023

PIt.SEKRETARIS DESA TUMPANGKRASAK
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